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INTISARI

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten merupakan instansi vertikal dari
Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
kegiatan pelayanan di bidang pertanahan, diharapkan dapat memenuhi permintaan
atau tuntutan pemohon atan masyarakat dalam pengurusan permohonan hak milik
atas tanah yaitu ketepatan waktu pelayanan, dalam arti pelaksanaan pelayanan dapat
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu untuk menunjang
pelayanan diterapkan sistem loket. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dirumuskan
masalahnya sebagai berikut : apakah dengan diterapkannya sistem loket dapat
menunjang sertipikasi hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan
diterapkannya sistem loket dapat menunjang kelancaran sertipikasi hak milik atas
tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul Penerapan Sistem Loket Dalam Menunjang
Sertipikasi Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif
komparatif dengan perolehan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan
studi kepustakaan. Adapun hasil-hasil dari penelitian dari permohonan dan
penyelesaian hak milik atas tanah sebelum dan sesudah diterapkannya sistem loket
disajikan dalam bentuk tabel-tabel. Teknik analisanya menggunakan analisa tabulasi
kualitatif Sebagai hasil dari penelitian bahwa dengan diterapkannya sistem loket
dapat menunjang sertipikasi hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten
Klaten yaitu dengan membandingkan persentase penerbitan sertipikat hak milik atas
tanah tiap tahun selama 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah menerapkan sistem
loket.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis maka dapat diambil
kesimpulan bahwa dengan penerapan sistem loket dapat menunjang sertipikasi hak
milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat
dipisahkan dari tata kehidupan makhluk hidup, karena itu tanah mempunyai fungsi
yang sangat penting bagi kehidupan manusia Setiap manusia memerlukan tanah
sebagai tempat tinggalnya maupun tempat untuk mencari nafkah bagi
kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia dengan tanah merupakan hubungan
yang sangat erat dan bersifat abadi, dimulai sejak manusia lahit hingga akhir
hayatnya berhubungan dengan tanah.

Kebutuhan akan tanah dari hari ke hari kita rasakan semakin meningkat,
antara lain disebabkan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan
pembangunan, sedangkan luas tanah terbatas. Selain itu di samping sebagai akibat
meningkatnya pembangunan di segala bidang, dan adanya tuntutan akan mutu
kehidupan yang lebih baik sebagai dampak positif dari keberhasilan pembangunan
yang sedang kita laksanakan, semuanya ini memerlukan tanah sebagai sarana
dasamya.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut,
sebagai konsekuensi logisnya maka telah meningkat pula berbagai masalah
pertanahan yang dalam beberapa tahun terakhir ini seolah-olah begitu saja muncul

Lo normitlaan dan meniadi nneat nerhatian macvaralat hiae Hal in1 terlihat dar



banyaknya keluhan masyarakat berupa pengaduan dan pernyataan tidak puas yang
disampaikan baik melalui media massa, kotak pos 5000 maupun langsung kepada
pimpinan Badan Pertanahan Nasional.

Sampai saat ini masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan
dibidang pertanahan masih terlalu sulit dan berbelit-belit dalam hal prosedur, juga
membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tinggi. Penyebabnya bisa
dikarenakan pelayanan kantor pertanahan yang kurang optimal. Hal ini
menunjukkan adanya tuntutan masyarakat akan perlunya keterbukaan dalam
pelaksanaan tugas, prosedur pembayaran yang sederhana, kepastian waktu dan
biaya yang harus dibayar oleh masyarakat didalam menyelesaikan urusan hak atas
tanahnya, serta berbagai kemudahan dalam pelayanan maupun perlindungan hak-
hak dan kepentingan masyarakat.

Dilandasi oleh amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka telah disusun Undang-Undang No. S
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berarti
bahwa telah diletakkan landasan yang kokoh bagi administrasi pertanahan guna
terwujudnya tujuan pembinaan hukum pertanahan nasional dan menyelenggarakan
administrasi pertanahan guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pasal 2
UUPA menjelaskan bahwa bumi (tanah), air dan ruang angkasa serta kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya yang terdapat di wilayah Republik Indonesia,



negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang memberi wewenang
untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang
angkasa dimaksud serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok Badan
Pertanahan Nasional sekaligus merupakan salah satu fungsi kantor pertanahan
kabupaten/kotamadya adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Oleh
sebab itu kiranya wajar apabila pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional
akan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat Sehubungan dengan hal tersebut
diperlukan perhatian terhadap upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan
tersebut. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini mempunyai aspek
yang sangat luas, vang meliputi kebijaksanaan termasuk penerbitan ketentuan
peraturan yang diperlukan maupun aspek pelaksanaanya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah
telah menetapkan kebijakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan
pengembangan administrasi pertanahan. Untuk itu telah dikeluarkan Instruksi

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998



Pertanahan. Instruksi tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasioanal Propinsi selurub Indonesia dan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia untuk meningkatkan efisiensi,
produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan
seperti yang sudah dilakukan pada Kantor Pertanahan Percontohan atau Kantor
Model ditiap propinsi selama ini.

Agar tercapai keseragaman pola dan langkah dalam pelayanan
masyarakat dibidang pertanahan, perlu adanya suatu landasan dalam bentuk
pedoman tata laksana pelayanan. Pedoman ini merupakan penjabaran dari hal-hal
yang perlu mendapat perhatian dalam prosedur operasionalisasi. Mengingat ruang
lingkup pelayanan masyarakat dibidang pertanahan sangat luas dan kompleks baik
bentuk jenis maupun sifatnya, maka upaya mempolakan dasar-dasar proses
pelayanan masyarakat tersebut merupakan hal yang mendesak keperluannya untuk
mengatasi kompleksitas permasalahannya.

Adapun upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang
pertanahan yang meliputi :

1 Tertib administrasi ;
2. Ketersediaan dan kejelasan fungsi loket ;
3. Kejelasan Prosedur Pelayanan ;

4, Kejelasan dan kelengkapan persyaratan ;



6. Kejelasan dan kepastian waktu ;

7. Pemberian pelayanan informasi ;

8. Penataan ruang kerja yang efisien dan efektif sesuai dengan mekanisme
kerja/simpul-simpul pelayanan.

Berkaitan dengan Instruksi Menteri Negara Agraria’/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998, maka Kantor Pertanahan Kabupaten
Klaten telah menerapkan pelayanan masyarakat dibidang pertanahan dengan
sistem loket. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan judul :

“PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM MENUNJANG
SERTIPIKASI HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KLATEN.”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut :
Apakah dengan diterapkannya sistem loket dapat menunjang sertipikasi hak milik
atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten ?
C.Pembatasan Masalah
Mengingat keterbatasan waktu, dana, kemampuan penulis dan agar

tulisan ini akan lebih terarah dalam menjabarkan permasalahannya, jelas serta



dapat dengan mudah dimengerti, maka penulis membatasi permasalahan sebagai

berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan sebelum dan sesudah penerapan sistem loket dikaitkan
dengan persentase jumlah (kuantitas) dari penerbitan sertipikat hak milik
selama 5 tahun sebelum (T.A. 1990/1991 s/d 1994/1995) dan 5 tahun sesudah
penerapan sistem loket (T.A. 1995/1996 s/d 1999/2000).

2. Perbandingan jumlah penerbitan sertipikat hak milik atas tanah khususnya dari
permohonan konversi dan pemberian hak melalui pendaftaran rutin dan tidak
termasuk pendaftaran kolektif semacam proyek ataupun proyek sebelum dan
sesudah penerapan sistem loket yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Klaten.

. Tujuan dan Kegunaan Penclitian

1. Tujuan Penclitian.

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya
sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai (Suharsimi Arikunto,
1997 : 52). Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan
dari penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya sistem loket dapat menunjang

~amobcocctrmme bt a1t i demml AT e Y b L e T 4 .. 4. wrd_a.



2. Kegunaan Penelitian
a Untuk menambah pengetahuan/wawasan penulis dan sebagai sumbangan
pemikiran dalam menangani masalah pertanahan khususnya pelaksanaan
sertipikasi hak milik atas tanah melalui penerapan sistem loket.
b. Untuk memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dalam hal pelayanan
pertanahan sehingga masyarakat yang memerlukan, menilai telah dilayani

dengan baik lebih lanjut untuk penelitian.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
| Ternyata penerapan sistem loket terbukti dapat menunjang sertipikasi
hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Hal tersebut dapat
dilihat dani hasil perbandingan jumlah pemerbitan sertipitkat hak milik yang
dicapai.

Untuk jenis permohonan sertipikat hak milik dari konversi jumlah
permohonan dari tahun anggaran 1990/1991 sampai tahun anggaran 1999/2000
mengalamai penurunan dan peningkatan. Tetapi ditinjau dari penerbitan
sertipikatnya sebelum menggunakan sistem loket jumlah penerbitan sertipikat
hak milik dari permohonan konversi tiap tahunnya berkisar antara 61,87 %
sampai 79,72 % dari jumlah permohonan yang masuk. Dengan demikian
terdapat sisa pekerjaan antara 38,13% sampai 20,27 %. Sedangkan sesudah
menggunakan sistem loket tiap tahunnya berkisar antara 89,79 % sampai 100 %
dari jumlah permohonan yang masuk. Terdapat sisa pekerjaan antara 10,21 %
sampai 0 %.

Untuk jenis permohonan sertipikat hak milik dari pemberian hak jumlah
permohonan dari tahun anggaran 1990/1991 sampai tahun anggaran 1999/2000

mengalami penurunan dan peningkatan. Tetapi untuk penerbitan sertipikat Hak
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tahunnya berkisar antara 40,27 % sampai 74,76 % dari jumlah permohonan
yang masuk Terdapat sisa pekerjaan sisa pekerjaan antara 59,73 % sampai
25,24 %. Sedangkan sesudah menggunakan sistem loket tiap tahunnya berkisar
antara 99,46 % sampai 97,51 % dari jumlah permohonan yang masuk. Terdapat
sisa pekerjaan antara 0,54 % sampai 2,49 %.

Penyebab neningkatan tersebut karena adanya peningkatan kinerja
sistem pelayanan dari non sistem loket ke sistem loket di Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten. .

b. Saran- saran

Mengingat jumlah permohonan penerbitan sertipikat hak milik pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mengalami peningkatan tahun demi tahun,
maka perlu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melaksanakan sistem
manajemen pertanahan yang lebih intensif Terutama peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan pembagian tugas yang lebih tegas dan jelas bagi tiap
pegawai, sehingga semua kegiatan terbagi habis oleh semua pegawai yang ada.
Dengan demikian setiap pegawai mempunyai tanggung jawab  terhadap

keberhasilan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pertanahan.
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